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BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Penelitian ini mengkaji tentang Perlindungan Hukum Terhadap Penjual

Dalam Pembatalan Perjanjian Jual Beli Secara Sepihak Oleh Pembeli Melalui

aplikasi jual beli online Toko Lasegeh Collection Perawang. Hasil penelitian

ini menunjukkan bahwa:

1. Faktor yang menyebabkan pembeli membatalkan perjanjian jual beli

secara sepihak dalam transaksi online di Toko Lasegeh Collection

Perawang antara lain disebabkan oleh adanya penawaran yang lebih

menarik dari toko lain setelah transaksi dilakukan, kurangnya informasi

atau kesesuaian dalam deskripsi produk, keterlambatan dalam pelayanan

atau pengiriman, ketidaksesuaian ukuran atau warna produk (khususnya

produk fashion), serta alasan pribadi dari pembeli yang bersifat subjektif.

Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa pembatalan sepihak kerap

dilakukan tanpa dasar hukum yang kuat dan lebih banyak dipengaruhi oleh

perilaku konsumtif serta rendahnya pemahaman terhadap konsekuensi

hukum

2. Akibat hukum bagi pembeli yang melakukan pembatalan secara sepihak

dalam transaksi online dapat dikategorikan sebagai bentuk wanprestasi

atau pelanggaran terhadap perjanjian apabila tidak disertai alasan yang sah.

Dalam hukum perdata, hal ini memberikan hak kepada penjual untuk

menuntut pemenuhan perjanjian atau ganti rugi atas kerugian yang

ditimbulkan. Di samping itu, dalam konteks platform jual beli online,
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pembatalan sepihak dapat dikenai sanksi berupa pembatasan akun,

peringatan, atau pemblokiran. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas

transaksi dan melindungi hak-hak pelaku usaha yang dirugikan..

B. Saran

1. Bagi Penjual (Pelaku Usaha Online)

Penjual disarankan untuk lebih memperhatikan kejelasan dan kelengkapan

informasi produk yang ditawarkan dalam platform jual beli online,

termasuk mencantumkan ketentuan pembatalan dan pengembalian barang

secara tertulis agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dengan pembeli.

Selain itu, penjual juga perlu meningkatkan kualitas pelayanan, khususnya

dalam hal kecepatan merespon dan ketepatan pengiriman, guna

mengurangi risiko pembatalan sepihak. Pemahaman terhadap hak-hak

hukum sebagai pelaku usaha juga penting agar penjual dapat mengambil

langkah hukum yang tepat apabila mengalami kerugian akibat tindakan

konsumen.

2. Bagi Pembeli (Konsumen E-Commerce)

Pembeli hendaknya bersikap lebih bijak dan bertanggung jawab dalam

melakukan transaksi jual beli secara online. Pembatalan perjanjian

sebaiknya dilakukan berdasarkan alasan yang sah dan dapat

dipertanggungjawabkan. Sebelum melakukan transaksi, konsumen

disarankan membaca dan memahami seluruh informasi produk serta syarat

dan ketentuan pembelian untuk menghindari keputusan yang impulsif dan

merugikan pihak penjual.
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3. Bagi Pengelola Platform jual beli online

Pihak pengelola platform jual beli online diharapkan dapat menyusun

kebijakan yang adil dan seimbang bagi kedua belah pihak, baik penjual

maupun pembeli. Kebijakan tersebut dapat berupa pengaturan pembatalan

transaksi secara lebih ketat dan mekanisme sanksi terhadap pembeli yang

melakukan pembatalan secara tidak bertanggung jawab. Selain itu,

pengelola platform juga sebaiknya menyediakan sistem penyelesaian

sengketa internal (internal dispute resolution) yang efektif dan mudah

diakses oleh para pengguna.
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